KABUPATEN MAGELANCG
KECAMATAN SALAM

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOMOKETRO
NOMOR : 180.192/02/KEP/05/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DESA SOMOKETRO

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA SOMOKETRO,

bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan
stunting dibutuhkan kesiapan dan kapasitas yang memadal
oleh masyarakat dan pemerintah  desa selaku pelaku
pembangunan yang bersentuhan langsung dengan sasaran,
khususnya kepada rumah tanggga 1.000 Hari Pertama
Kehidupan (HPK);

bahwa dalam kondisi wabah COVID-19, layanan kepada
Keluarga 1.000 HPK penting untuk tetap dilakukan untuk
percepatan penanganan stunting;

bahwa dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Desa
dalam pencegahan dan percepatan penanganan stunting

serta mendukung kegiatan pencegahan penyebaran COVID-
19 perlu membentuk Kader Pembangunan Manusia,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

' dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader
Pembangunan Manusia Desa Somoketro

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
zzgntgahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal
Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa;
2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tanggal 27 Mei
2020 Tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Desa
Melawan Corona Desease 2019 dan Human Development

Worker;

3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 001.3/319
Tanggal 27 April 2020 Hal Kader Pembangunan Manusia

(KPM) di Desa;

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KADER

Menetapkan
PEMBANGUNAN MANUSIA DESA SOMOKETRO

KESATU : Mengangkat Saudara/i Yunisa Pragiwi sebagai Kader
Pembangunan Manusia Desa Somoketro

KEDUA : Tugas Kader Pembangunan Manusia Desa sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

a. mensosialisasikan  kebijakan konvergensi  pencegahan
stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk
memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran
panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini
stunting;

b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;

c. memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran

rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran
pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes
utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan
membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa intervensi
gizi spesifik dan sensitif;
memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari dari anak usia
0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi kesehatan
ibu dan anak;
f memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan
layanan gizi spesifik dan sensitif;

g. melaksanakan koordinasi dan atau kerjasama dengan para
pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan
stunting, seperti bidan desa, petugas pukesmas (ahli gizi,
sanitarian), guru PAUD dan atau perangkat Desa; dan

h. menggunakan aplikasi eHDW untuk pendataan dan
pemantauan program pencegahan stunting di tingkat desa, serta
mendukung kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 di
desa.

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kader Pembangunan Manusia

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Somoketro Tahun Anggaran 2022.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Somoketro
Pada Tanggal, 04 Januari 2022




